
 
 

 
 
 

WALIKOTA BITUNG 
 

PERATURAN WALIKOTA BITUNG 

NOMOR      39    TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 2008 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BITUNG, 
 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 239 menyebutkan Kepala 
Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan 

berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan; 

b.   bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kota Bitung, perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan 

Walikota Bitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bitung; 
 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3421); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang  
Standar Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 



Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

18. Peraturan Walikota Bitung Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota 
Bitung; 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
MENETAPKAN  :   PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 
2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH KOTA BITUNG. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bitung diubah sebagai 
berikut : 
 

1. Ketentuan Lampiran X angka 72 diubah, sehingga Lampiran X angka 72 

berbunyi sebagai berikut: 
 

72.  Investasi non permanen dinilai sebagai berikut: 

a. Pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang 
dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar 

nilai perolehannya; 
b. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan 

perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar Nilai 
Bersih Yang Dapat Direalisasikan (Net Realizable Value); 

c. Dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir 
pada saat perolehannya, namun pada akhir tahun pelaporan 
keuangan dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir 

sehingga nilai yang tercatat di Neraca menggambarkan Nilai 
Bersih Yang Dapat Direalisasikan (Net Realizable Value). 

 
2. Ketentuan Lampiran XI di antara angka 28 dan 29 ditambahkan angka 

28A yang berbunyi sebagai berikut: 
 

28A.  Untuk kewajiban kepada Pihak Ketiga yang berasal dari kontrak 

atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal 
pelaporan belum dibayar diakui sebagai berikut: 

a. Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara 
Free On Board Destination Point, utang diakui pada saat barang 

yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar. Dalam kondisi 
transaksi pembelian barang dilakukan secara Free On Board 
Shipping Point, utang diakui pada saat barang sudah 

diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam 
perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum 

dibayar; 

b. Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat 

jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada 
tanggal pelaporan belum dibayar; 



c. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, 
utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau 

peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan 
dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi 

sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. 
 

3. Ketentuan Lampiran XI di antara angka 31 dan 32 ditambahkan angka 
31A yang berbunyi sebagai berikut: 
 

31A. Untuk Kewajiban kepada Pihak Ketiga, dalam hal pihak 
ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai 

dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan 
pemerintah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan 

tersebut telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai 
dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui 
sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum 

dibayar. 
 

4. Ketentuan Lampiran XI di antara angka 68 dan 69 ditambahkan angka 
68A yang berbunyi sebagai berikut: 
 

68A. Utang kepada pihak ketiga umumnya merupakan utang jangka 
pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. 

Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca 
dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang 

kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK (Catatan atas Laporan 
Keuangan). 

 

Pasal II 
 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Bitung. 

 
 

 

 

 

 

  

Diundangkan di Bitung 
Pada tanggal 10 September 2013 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA, 
 

                   TTD 
 

Drs. EDISON HUMIANG, M.Si 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP.19610804 198603 1 016 
 

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 94 

 

 
  

  
  

  

  
  

Ditetapkan di Bitung 
Pada tanggal  10 September 2013                     

 
WALIKOTA BITUNG, 

 
            ttd 

 
 HANNY  SONDAKH 


